ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al)
telah membawa perubahan mendasar dalam pola produksi dan distribusi karya
kreatif di era digital. Generative AI kini mampu menghasilkan teks, gambar, musik,
dan video dengan kualitas menyerupai karya manusia, yang menimbulkan peluang
baru sekaligus persoalan hukum serius dalam perlindungan hak cipta. Proses
pelatihan Al sering kali menggunakan data yang mengandung karya berhak cipta
tanpa izin, sehingga berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta. Ketidakjelasan
status hukum Al sebagai subjek hukum menyebabkan kekosongan norma dalam
sistem hukum Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan
siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui
Al

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan bentuk
pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan AI, melalui
pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum antara Indonesia dan
Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menganut sistem daftar
pengecualian tertutup (closed list of exceptions), di mana ruang bagi penggunaan
karya berhak cipta oleh Al sangat terbatas. Al tidak diakui sebagai subjek hukum,
sehingga pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada pengembang, penyedia
platform, dan pengguna komersial, melalui mekanisme ganti rugi perdata,
injunction, serta tindakan administratif seperti pemblokiran konten atau mediasi.

Sebaliknya, sistem hukum Amerika Serikat yang diatur dalam Title 17 of
the United States Code memberikan ruang pembelaan melalui doktrin fair use, di
mana penggunaan karya berhak cipta dapat dibenarkan apabila bersifat
transformative dan tidak merugikan pasar karya asli. Meski fleksibel, penerapan
fair use menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus 7he
New York Times v. OpenAl dan Getty Images v. Stability AI. Perbandingan ini
menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan kepastian hukum, sedangkan
Amerika Serikat mengutamakan fleksibilitas interpretatif. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia melakukan reformasi hukum hak
cipta dengan mengadopsi prinsip transformative use secara terbatas dan
memperkuat transparansi data pelatihan Al untuk menyeimbangkan antara
perlindungan hak cipta dan inovasi teknologi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Hukum

Vii



